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PUTUSAN
Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA Una.

PRSP Y6 1 P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan

SD, tempat tinggal di Jalan ---------- , No. ----, Desa --------- ,
Kecamatan = ---------- , Kabupaten Konawe, sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA,
pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan ---------- No. ---,
Desa ---------- , Kecamatan ---------- Kabupaten Konawe,

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar pihak penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Mei 2017 yang
didaftarkan di = Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor
0122/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan
cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanngal ---------- Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan ---------- berdasarkan Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor ---------- tanggal ---------- karena itu antara Penggugat
dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

keturunan 1 (satu) orang nama yang bernama
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- ANAK KANDUNG lahir ------------ ;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah

orang tua Penggugat di Desa ----—----—-- , Kecamatan --------- , dan
terkadang pula tinggal dirumah orangtua Tergugat di---------- , Desa -------
---, Kecamatan ---------- ;

4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan
seringnya terjadi percekcokan pertengkaran dan atau perselisihan terus
menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunnya kembali yang terjadi
antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan diajukannya
gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan :

- Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan
anaknya;

5. Bahwa sejak bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat sudah seringkali
bertengkar, Tergugat yang hanya bermalas-malasan dan tidur sampai
siang hari, jika ditegur dan dinasehati oleh Penggugat untuk
menghentikan kebiasaanya tersebut, akan tetapi tidak diterima dengan
baik, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran;

6. Bahwa setiap kali pertengkaran terjadi, Tergugat selalu menuntut untuk
bercerai dengan Penggugat;

7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, Tergugat tidak pernah mau
merubah sifatnya dan hanya bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk
mencari nafkah agar dapat membiayai Penggugat dan anaknya,
sehingga menyebabkan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat
meninggalkan kediaman dan saat ini tinggal dirumah orangtua Tergugat
di---------- , Desa ---------- , sementara Penggugat tetap tinggal dirumah
orang tua Penggugat di Desa ---------- , Kecamatan ---------- , dan selama
itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan
rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif

terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
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9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang
berkenan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia

memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan
keputusan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat

dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses
mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan

mediator tanggal 31 Mei 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan jawaban secara lisan yang untuk selengkapnya telah termuat
dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 1, 2 dan 3
adalah benar;
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar, tidak benar jika

sebabnya karena saya tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan
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anak kami, sebab saya kerja mengelola tanah atau sawah orang tua
Penggugat dan hasilnyasaya serahkan kepada Penggugat dan orang
tuanya;

- Bahwa alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat point kelima tidak benar
dan saya tolak seluruhnya;

- Bahwa alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat point keenam tidak benar
dan saya tolak seluruhnya;

- Bahwa bahwa alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat point ketujuh tidak
benar dan saya pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat;

- Bahwa alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat point kedelapan, saya
menolak dan masih berharap rukun rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak semua jawaban
dari Tergugat, kecuali yang telah diakui Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

Bukti surat :
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ---------- , yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan ---------- (telah dinazagelen dan telah

dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu
diberi kode P.;

Bukti saksi

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa ---------- ,
Kecamatan ---------- , Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa Penggugat yang bernama PENGGUGAT adalah adik kandung
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saya sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami
Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di
rumah orang tua Penggugat di Desa ---------- , Kecamatan ---------- , dan

terkadang pula tinggal dirumah orangtua Tergugat di---------- , Desa -------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak beberapa tahun
terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan

pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah Tergugat
yang suka bermalas-malasan dan tidur sampai siang atau bangun
kesiangan, dan juga karena setiap bertengkar Tergugat menyinggung

tentang perceraian atau perpisahan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,
Penggugat tinggal sejak Januari 2016;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa ---------- ,
Kecamatan ---------- , Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa Penggugat yang bernama PENGGUGAT adalah adik kandung
saya sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami
Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di
rumah orang tua Penggugat di Desa ---------- , Kecamatan ---------- , dan

terkadang pula tinggal dirumah orangtua Tergugat di---------- , Desa -------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak beberapa tahun
terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan
pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah Tergugat
yang suka bermalas-malasan dan tidur sampai siang atau bangun
kesiangan, dan juga karena setiap bertengkar Tergugat menyinggung

tentang perceraian atau perpisahan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,
Penggugat tinggal sejak Januari 2016;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak pernah
hadir lagi di persidangan untuk mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun
bukti saksi, yaitu sidang pada tanggal 05 Juni 2017 dan sidang tanggal 14 Juni
2017,

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan,
yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon
keputusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya
dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal
82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimnan telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah
berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan
memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang
telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di
Pengadilan, namun berdasarkan hasll mediasi tersebut dengan mediator
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat
gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini,
adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri setelah
menikah tinggal bersama dengan rukun dan telah dikarunia 1 (satu) orang
anak, namun sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan karena Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh
Tergugat dan sebagian lainnya disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui seharusnya langsung menjadi
fakta tetap, begitupula dalil-dalil yang disangkal harus dibuktikan oleh Tergugat,
namun terlepas dari dalil yang diakui maupun dalil yang disangkal dan oleh

karena perkara ini adalah perceraian (perkara khusus) maka Majelis Hakim
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berpendapat bahwa bukan hanya kebernaran formil yang harus diketahui akan
tetapi yang lebih penting harus diketahui kebenarannya adalah kebenaran
materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, replik dan duplik
antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan
dalam perkara ini yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering minum minuman
keras sampai mabuk dan sangat sukar untuk disembuhkan?;

2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2017 dan selama itu pula tidak saling menjalankan kewajiban
sebagai suami-istri?;

3. Apakah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian lebih awal harus
dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya kemudian kepada
Tergugat untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan
mempertimbangkan hubungan/peristiwa  hukum antara Penggugat dengan
Tergugat sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh
Penggugat baru kemudian peristiwa kejadian antara Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya,
Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P. bukti surat tersebut adalah
akta autentik karena ternyata  setelah diteliti memenuhi syarat formil dan
syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya,
isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban
umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti serta berkaitan
langsung dengan peristiwva hukum antara Penggugat dan Tergugat yang

menerangkan bahwa kedua pihak sebagai suami istri;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang diakui pula oleh
Tergugat maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Penggugat
dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti
kesaksian saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undangn Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka
Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-
orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (kakak kandung Penggugat)
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis
lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai
sekarang disebabkan karena Tergugat karena masalah Tergugat yang suka
bermalas-malasan dan tidur sampai siang atau bangun kesiangan, dan juga
karena setiap bertengkar Tergugat menyinggung tentang perceraian, adalah
fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (kakak kandung Penggugat),
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcokan dan pertengkaran
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dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari
2017 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat yang suka bermalas-
malasan dan tidur sampai siang atau bangun kesiangan, dan juga karena
setiap bertengkar Tergugat menyinggung tentang perceraian. Adalah fakta
yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenunhi
syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan
alat bukti namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga
Tergugat harus dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat
dihubungkan dengan dali-dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian
dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai
bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis Hakim telah menemukna fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan
pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama

sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara
terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi
Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengucapkan perceraian;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
Januari 2016 dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan tidak saling

memerdulikan sebagai suami istri;
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- Bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun
apabila rumah tangga / suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi
perselisihan kemudian pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan
lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat
diwujudkan;

- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2016 dan tidak saling memedulikan lagi dapat ditafsirkasn
sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

- Bahwa Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui
mediasi dengan Najmiah Sunusi, S.Ag, MH. maupun dalam setiap
persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat
namun tidak berhasil bahkan Penggugat pada setiap persidangan
menyatakan akan meneruskan perkaranya/tetap bercerai dengan Tergugat,
sikap dan pernyataan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah
menunjukan bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi rasa cinta terhadap
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah
dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan
demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian
adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan

perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang
diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,
bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
jo. Pasal 19 hurf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa antara
suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu berdasar
dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus
diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah
sebagaimana kaidah hukum dalam VYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex
facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan
siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk
kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh
Penggugat salaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya
menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat
(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in
shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Penggugat tidak meminta
dalam petitumnya namun secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan
putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama yang mewilayahi Kecamatan tempat perkawinan dan
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Uundang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---------- , di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman
Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan ---------- , di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 14

Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H. dalam

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari

Zulfahmi, S.H.l. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.l, M.H.

dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.l. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jannati, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis
TTD TTD
Muh. Yusuf, S.H.l.,, M.H. Zulfahmi, S.H.I
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TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. Panitera Pengganti
TTD

Jannati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan . Rp 325.000,-
4. Biaya Redaksi . Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai . Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 416.000,-

( empat ratus enam belas ribu rupiah )
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